BUPATI CIREBON

INSTRUKSI BUPATI CIREBON
NOMOR : 442/1638/BPBD

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM] DARURAT
UNTUK PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS

Menindaklanjuti :

DISEASE 2019 DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona
Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian;
2. Para Camat;
3. Para Lurah/Kuwu.

: Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Darurat untuk penanganan dan pengendalian penyebaran
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Cirebon.

Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal
20 Juli 2021. ‘ .

PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bersama-sama dengan PPKM Mikro yaitu sampai. dengan
tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
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KEEMPAT : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
berbasis mikro dilakukan bersamaan dengan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten, dengan
jenis-jenis pembatasan kegiatan ditetapkan lebih lanjut melalui
Surat Edaran.

KELIMA : Melarang segala bentuk aktifitas/kegiatan yang dapat
menimbulkan kerumunan.

KEENAM : Melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip
sebagai berikut :

a. COVID-19 paling menular pada Kkondisi tertutup,
pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit),
interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas
kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak
memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah
protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan
setiap orang;

c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara
berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh
orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi
(sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari
masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker
bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua)
lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu
diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan  protokol kesehatan  dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan
jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan
dalam beraktivitas,

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumabh;

2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu
mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam
berinteraksi dengan orang lain.
Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain
yang tidak tinggal serumah; dan

3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat
umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau
menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya,
penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan
yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;
dan

2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki
ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela
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dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.
Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka,
maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air
(HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas,
maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi
mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus
diterapkan :
1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity
rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Positivity Rate Mingguan Jumlah Tes (per 1000
B , Penduduk per minggu)
< ‘3{\“ 1 —
> 5%-<15% s
> 15% - < 25% | o

> 25% | 15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity
rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus
ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang
bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per
hari adalah «4.728.

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15
kontak erat per kasus Kkonfirmasi. Karantina perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa
(entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil
pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika
hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan
karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan
pemeriksaan kembali (exit-testf) untuk melihat apakah
virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika
negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai
dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang,
berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit.
Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah
penularan.

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk
melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini
dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta
mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk
meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid)
mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak
jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETUJUH : a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring
pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila
terdapat  kebutuhan tambahan pendanaan untuk
penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring
pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM
Darurat COVID-19 maka :
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1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran
dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada
anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring
pengaman sosial;

2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan
tambahan pendanaan untuk penganggaran dan
penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial
dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat
COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3
sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-
Dana Desa (BLT-DD) :

a) melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa
yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai
APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah
Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD
pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b) Kuwu untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan
BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari

pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDELAPAN : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi

COVID-19 yang bersumber dari APBD :

a. dalam pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi
COVID-19, Pemerintah  Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD,;

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan
dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga
(BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah
melakukan penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran
kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran
serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui
perubahan Peraturan Bupati tentang APBD, dan
memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang
capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk
belanja tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan
PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber
dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Dipindai dengan CamScanner



Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

: Dengan terbitnya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati
Cirebon Nomor : 442/1577/BPBD tanggal 22 Juni 2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Viruses Disease 2019 di Tingkat Desa dan
Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Viruses
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cirebon dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2021

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat.
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